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MOTTO 

“Man jadda wa jadda: barang siapa bersungguh-sungguh akan 

mendapatkannya” 

(HADIST RIWAYAT BUKHORI MUSLIM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Yusuf, Kumpulan Hadist-hadist Bukhari Muslim, Yayasan Ibnu Sina, Surabaya, (2016). 
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RINGKASAN 

 Mekanisme Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Surat 

Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi; Moh.Hasan Jabbir 

Falah, 130903101048; 2016: 67 halaman; Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

 Praktek kerja nyata ini dilaksanakan mulai tanggal 15 Februari 2016 sampai 

dengan tanggal 15 Maret 2016 dengan keterangan pelaksanaan kegiatan: Praktek 

Kerja Nyata pada Kantor Pelayanan Pajak pratama Banyuwangi untuk 

memperdalam mekanisme penagihan pajak penghasilan pasal 21 dengan surat 

paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi secara detail lagi. 

Dari zaman dulu sampai saat ini pajak merupakan sumber penerimaan 

negara yang cukup sigfnifikan dan mendapatkan prioritas yang cukup besar. 

Diantara jenis-jenis pajak di Indonesia, pajak penghasilan adalah salah satu jenis 

pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak dalam negeri, karena setiap 

warga negara baik orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan berhubungan 

dengan pekerjaan atau jasa, pasti mendapatkan penghasilan dimana dalam 

penghasilan tersebut terdapat kewajiban pajaknya. 

Setiap warga negara yang memiliki penghasilan wajib membayar pajak 

penghasilan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang di tetapkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan 

terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 

suatu tahun pajak (Siti Resmi, 2016:70). Pajak penghasilan terdiri dari beberapa 

jenis, salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 

adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan 

pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi 

(Mardiasmo,2011:168). Subjek pajak penghasilan orang pribadi, yaitu pajak 

penghasilan yang diambil dari pegawai atau pejabat pemerintah maupun swasta 

yang dikenakan atas penghasilan mereka sesuai dengan ketentuan yang telah 
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ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Sedangkan pajak penghasilan badan 

adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik 

melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. 

Munculnya penagihan dikarenakan penanggung pajak tidak membayar 

tepat waktu dan tepat jumlah. Penagihan merupakan serangkaian pelaksanaan agar 

penanggung pajak dapat membayar pajak dengan tepat jumlah serta membayar 

biaya penagihan.Setiap Surat memiliki jangka waktu tersendiri dimana prosedur 

penagihan dimulai dari munculnya penerbitan surat pemberitahuan (SPT) dalam 30 

hari tersebut didalamnya terdapat biaya administrasi Bunga Penagihan sebesar 2% 

jika penanggung jawab belum melunasi hutang pajaknya, kemudian diterbitkan 

surat teguran sejak tanggal jatuh tempo.Jika penanggung pajak masih belum 

melunasi pajak yang terutang maka jurusita pajak akan menerbitkan surat paksa 

dengan tujuan penanggung jawab agar melunasi pajak yang terutang dalam jangka 

waktu 2x24 jam.Jika dalam jangka waktu yang ditentukan penanggung pajak tidak 

melunasi hutang pajaknya maka jurusita akan diterbitkan surat sita dan 

melaksanakan penyitaan dan dilanjutkan dengan pelelangan dari barang yang disita 

dengan surat lelang yang telah diterbitkan.   

 Tujuan dari penulisan Praktek Kerja Nyata ini adalah: 1 ) Mempelajari dan 

mendalami unsur materi yang berkaitan dengan penagihan pajak khususnya 

mekanisme penagihan pajak penghasilan pasal 21 yang terkait dengan surat paksa 

serta surat-surat lainnya yang diterbitkan serta didalamnya yakni bunga dan jangka 

waktu. 2) Dapat mengetahui mekanisme penagihan pajak dalam  menyelesaikan 

laporan hasil Praktek Kerja Nyata penulis. 

Ilmu Administrasi, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas ILmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Dilaksanakan dengan surat tugas 

nomor: 410/UN25.1.2/SP/2016. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia pada sekarang ini termasuk negara 

yang berkembang, dimana Negara yang sedang berkembang akan menggalakan 

pembangunan atau pun perkembangan di segala bidang, dengan tujuan yang 

tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat Indonesia secara 

adil dan makmur, dimana Negara Indonesia ini adalah Negara Hukum yang 

berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Dalam pengembangan Negara Indonesia ini tentunya pemerintah 

melakukan pembangunan yakni pembangunan nasional, yaitu kegiatan yang 

berlangsung terus menerus dan berkesinambungan untuk mensejahterakan rakyat 

baik material maupun spritiual. Dengan ini didasari oleh masyarakat bersama 

pemerintah, oleh karena itu, peran masyarakat sangat penting dimana sumber 

penerimaan Negara terbesar dari sektor pajak dalam hal ini masyarakat 

ditumbuhkan dan di tingkatkan kesadarannya untuk membayar kewajibannya 

membayar pajak. 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007). Pajak 

sebagai alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan 

penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat 

guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi 

masyarakat. 

Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa kemasa sesuai 

perkembangan masyarakat dan negaranya, baik dalam bidang kenegaraan maupun 
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dalam bidang sosial dan ekonomi, maka dari itu pemerintah selalu mengupayakan 

berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor 

pajak melalui ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. 

 Ekstensifikasi perpajakan meliputi penggalian atau perluasan objek pajak 

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memungkinkan menjumlah objek pajak baru yang selama ini belum 

diperhitungkan. Hal semacam ini yang menjadi tantangan bagi pemerintah untuk 

dapat menggali objek pajak seluas-luasnya. Sedangkan Intensifikasi perpajakan 

meliputi, (1) Pembaharuan meliputi undang-undang Perpajakan serta peraturan-

peraturan tentang masalah pemungutan pajak, (2) Peningkatan mutu Sumber Daya 

Manusia (SDM) di bidang perpajakan, dalam hal ini aparat perpajakan selaku 

petugas, pemungut dan pelayan perpajakan, (3) Peningkatan pelayanan pajak 

dengan memberikan kemudahan sarana dan fasilitas-fasilitas perpajakan. 

Penerimaan pajak di Indonesia pada dasarnya terdiri dari penerimaan pajak 

dalam negeri dan perimaan pajak luar negeri. Penerimaan pajak dalam negeri 

terdiri dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak 

penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea materai, pajak bumi dan bangunan 

(PBB), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak 

lainnya. Sedangkan penerimaan pajak dari luar negeri terdiri dari bea masuk dan 

pajak atas impor. 

Diantara jenis-jenis pajak di Indonesia, pajak penghasilan adalah salah 

satu jenis pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak dalam negeri, 

karena setiap warga negara baik orang pribadi atau badan yang melakukan 

kegiatan berhubungan dengan pekerjaan atau jasa, pasti mendapatkan penghasilan 

dimana dalam penghasilan tersebut terdapat kewajiban pajaknya. 

Setiap warga negara yang memiliki penghasilan wajib membayar pajak 

penghasilan sesuai dengan undang-undang perpajak yang di tetapkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan 

terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 

suatu tahun pajak (Siti Resmi,2016:70). 
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Pajak penghasilan terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah pajak 

penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan 

berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan 

dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan 

kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (Mardiasmo,2011:168). 

Subjek pajak penghasilan orang pribadi, yaitu pajak penghasilan yang 

diambil dari pegawai atau pejabat pemerintah maupun swasta yang dikenakan atas 

penghasilan mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-

undang yang berlaku. Sedangkan pajak penghasilan badan adalah sekumpulan 

orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik melakukan usaha maupun 

tidak melakukan usaha. 

Munculnya penagihan pajak adalah dalam peraturan yang telah ditetapkan 

oleh Pemerintah, bahwa negara memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan 

penagihan terhadap Wajib Pajak yang tidak melunasi hutang pajaknya. Hutang 

pajak yang timbul harus dilunasi oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu yang telah 

ditentukan, tetapi masih banyak Wajib Pajak yang tidak membayar pajaknya tepat 

pada waktu yang telah ditentukan. Pihak yang diutus oleh pemerintah dalam 

melakukan tindakan penagihan adalah fiskus. Fiskus diberi kewenangan untuk 

melakukan tindakan penagihan pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak melunasi 

hutang pajaknya. 

Dalam mekanisme penagihan perpajakan ada beberapa tahapan, yaitu 

munculnya surat teguran karena pajak tidak dilunasi sampai melewati 7 hari dari 

batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkan), kemudian 

munculnya surat paksa apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari 

tanggal surat teguran yang disampaikan oleh juru sita pajak negara dengan 

dibebani biaya penagihan sebesar 25.000 (dua puluh ribu rupiah), utang pajak 

harus dilunasi dalam waktu 2×24 jam, Apabila utang pajak belum juga dilunasi 

dalam waktu 2×24 jam dapat diterbitkan surat sita yaitu dilakukan tindakan 

penyitan atas barang-barang Wajib Pajak dengan dibebani biaya pelaksanaan sita 

sebesar Rp 75.000. Jika dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang 

pajak belum dilunasi maka dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui 
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Kantor Lelang Legara. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan 

sita belum dibayar maka dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk 

pengumuan lelang dan biaya pada saat pelelangan dalam kabar berita. 

Dalam praktek yang sering dijumpai banyak pihak-pihak yang tidak punya 

kesadaran membayar pajak, dimana masalah seperti ini segera ditindak lanjuti 

karena adanya sistem penagihan pajak bagi penanggung pajak yang tidak dan 

kurang membayar pajaknya. 

Dalam melaksanakan penagihan pajak khususnya pajak penghasilan pasal 

21 dengan surat paksa, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi di bagian 

penagihan menyusun konsep surat keputusan angsuran atau penundaan 

pembayaran pajak dalam memberikan pelayan kepada Wajib Pajak dan meneliti 

penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintah penyitaan, surat perintah 

pemblokiran, surat perintah penyanderaan, surat perintah lelang. 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi tidak bisa melakukannya 

sendiri, maka mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak yang bersangkutan. 

Misalnya pada pihak bank saat melaksanakan pemblokiran, pada pihak polri saat 

melakukan penyanderaan, pada pihak Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang 

Negara sebagai dasar pelaksanaan lelang harta milik penanggung pajak. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, dapat di garis bawahi 

bahwa adanya upaya untuk mewujudkan adanya reformasi perpajakan diperlukan 

adanya komunikasi mengenai bagaimana aturan-aturan terkait perpajakan 

terhadap semua wajib pajak untuk disosialisasikan pada masyarakat yang belum 

dan tidak tau terkait perpajakan dan menjadikannya sebagai wajib pajak taat pajak 

serta menghindari munculnya penagihan pajak, artinya dimana wajib pajak 

membayar tepat waktu dan tepat jumlah. 

Maka dari itu, penulis melihat bagaimana mekanisme penagihan pajak di 

seksi penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi, akan membahas 

laporan tugas akhir yang berjudul: “MEKANISME PENAGIHAN PAJAK 

PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN SURAT PAKSA PADA KANTOR 

PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis ingin mengajukan 

rumusan masalah yaitu: “bagaimana mekanisme penagihan pajak penghasilan 

pasal 21 dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi?”  

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui mekanisme 

penagihan pajak penghasilan pasal 21 dengan surat paksa pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi 

. 

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1. Bagi Penulis 

a. Melalui penulisan ini diharapkan dapat menerapkan ilmu 

yang telah diterima selama dibangku kuliah khususnya di 

program studi D3 perpajakan. 

b. Menambah wawasan dan meningkatkan keterampilan serta 

kemampuan yang berkaitan dengan perpajakan, khususnya 

mengenai penagihan pajak penghasilan pasal 21 dengan 

surat paksa. 

c. Memperoleh wawasan dan landasan teori yang berkaitan 

dengan Administrasi Perpajakan khususnya tentang 

mekanisme penagihan pajak penghasilan pasal 21 dengan 

Surat Paksa sebagai bahan pembelajaran. 

2. Bagi Universitas Jember 

a. Sebagai gambaran dan pengetahuan akademik tentang 

mekanisme penagihan pajak penghasilan pasal 21 dengan 

surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Banyuwangi. 
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b. Sebagai bahan acuan bagi penulis lain yang akan 

melakukan praktek kerja nyata pada Kantor pelayanan 

Pajak Pratama Banyuwangi.   

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi 

Dapat mengevaluasi mekanisme penagihan pajak penghasilan 

pasal 21 dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Banyuwangi, sebagai bahan masukan untuk 

pertimbangan dalam mengefesiensikan perpajakannya, serta 

memberikan kontribusi kepada perusahaan dalam praktek pajak 

penghasilannya. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Pajak 

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, S. H., dalam bukunya 

“Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan” (1990:5), Pajak adalah 

iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1). 

 

2.2 Unsur Pajak 

Menurut Rochmat Soemitro, SH (1990:5),pajak memiliki unsur-unsur 

sebagai berikut: 

a. Iuran dari rakyat kepada Negara 

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa 

uang (bukan barang). 

b. Berdasarkan undang-undang 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

c. Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi dari Negara yang secara 

langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan 

adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 
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d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 

2.3 Fungsi Pajak 

Ada dua fungsi pajak (Mardiasmo, 2011:2), yaitu: 

1. Fungsi budgetair (anggaran) 

Pajak bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya 

adalah sebagai sumber dana. 

2. Fungsi regulerend (mengatur) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. 

Contoh: 

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras mengurangi 

konsumsi minuman keras. 

b. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk 

Indonesia di pasaran dunia. 

c. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif. 

 

2.4 Pengelompokan Pajak 

Ada tiga pengelompokan pajak (Mardiasmo, 2011:5), yaitu: 

1. Menurut golongannya 

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 

Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang di bebankan atau dilimpahkan 

kepada orang lain. 

2. Menurut sifatnya 

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
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b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

3. Menurut Lembaga Pemungutnya 

a. Pajak Negara, disebut juga pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh 

Pemerintah Pusat yang terdiri atas: 

1) Pajak Penghasilan 

Diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

yang diubah terakhir kali dengan UU No. 36 Tahun 2008. 

2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009. 

3) Bea Materai 

UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. 

4) Bea Masuk 

UU No. 10 Tahun 1995 Jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang 

Kepabeanan. 

5) Cukai 

UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang 

Cukai 

b. Pajak Daerah, Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah: 

1) Pajak Provinsi terdiri atas: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor; 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

d. Pajak Air Permukaan; 

e. Pajak Rokok. 

2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


10 
 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

g. Pajak Parkir; 

h. Pajak Air Tanah; 

i. Pajak Sarang Burung Walet; 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 

2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak 

 Ada tiga tata cara pemungutan perpajakan (Mardiasmo, 2011:6), yaitu: 

1. Stelsel pajak 

a. Stelsel nyata 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek, sehingga pemungutannya 

baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah 

penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata 

mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikannya 

adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan 

kekurangannya pajak dikenakan pada akhir periode. 

b. Stelsel anggapan 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap 

samadengan sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah 

dapat ditentukan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak 

berjalan. Kebaikannya adalah pajak dapat dibayar selama tahun 

berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun pajak. Sedangkan 
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kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada 

keadaan sesungguhnya. 

c. Stelsel campuran 

Kombinasi antara stelsel nyata dan anggapan. Pada awal tahun, 

besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian 

pada akhir tahun pajak dihitung dengan keadaan yang sebenarnya. 

Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak 

menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah .begitu juga 

sebaliknya, missal kelebihan dapat diminta. 

2. Asas pemungutan pajak 

a. Asas domisili 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib 

Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan dari 

dalam maupun luar negeri. 

b. Asas sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang 

bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal 

Wajib Pajak. 

c. Asas kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. 

3. Sistem pemungutan pajak 

a. Official Assessment System 

Adalah suatu system pemungutanyang member wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada 

pada fiskus. 

2. Wajib Pajak bersifat pasif. 

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak 

oleh fiskus. 
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b. Self Assessment System 

Adalah system pemungutan pajak yang member wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 

terutang. 

Ciri-cirinya: 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada 

pada Wajib Pajak sendiri, 

2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang, 

3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c. With Holding System 

Adalah suatu system pemungutan pajak yang member wewenang 

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang 

ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

 

2.6 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajal Formil 

Menurut Waluyo dan Ilyas (2000:8), Hukum Pajak mengatur 

hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungutan pajak dengan Wajib 

Pajak. Apabila memperhatikan materinya, Hukum Pajak dibedakan menjadi: 

a. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan 

keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek 

pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang 

dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, 

dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. 

Sebagai contoh: undang-undang pajak penghasilan. 
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b. Hukum Pajak Formal, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan 

hukum materiil menjadi kenyataan, hukum pajak formal ini memuat, 

antara lain: 

1) Tata cara penetapan utang pajak. 

2) Hak-hak fiskus untuk mengawasi Wajib Pajak mengenai keadaan, 

perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak. 

3) Kewajiban Wajib Pajak sebagai contoh penyelenggaraan pembukuan / 

pencatatan dan hak-hak Wajib Pajak mengajukan keberatan dan 

banding. 

Di Indonesia hukum pajak formal ini telah diwujudkan dalam 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 9 Tahun 1994. 

 

2.7 Tarif Pajak 

Ada empat macam tarif pajak (Mardiasmo, 2011:9), yaitu: 

1. Tarif Sebanding/proporsional 

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap 

besarnya nilai yang dikenai pajak. 

Contoh: 

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan 

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. 

2. Tarif Tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai 

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

Contoh: 

Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bliyet giro dengan nilai nominal 

berapapun adalah Rp. 3.000,00. 
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3. Tarif Progresif 

Presentase tariff yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar. 

Contoh: pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak 

orang pribadi dalam negeri 

Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam 

negeri. 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Rp 0 Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5% 

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00 15% 

Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00 25% 

Di atas Rp 500.000.000,00 30% 

Sumber : Perpajakan (Mardiasmo, 2011:150) 

 

Menurut kenaikan presentase tarifnya, tariff progresif dibagi: 

a. Tarif progresif progresif : kenaikan presentase semakin besar 

b. Tarif progresif tetap : kenaikan presentase tetap 

c. Tarif progresif degresif : kenaikan presentase semakin kecil. 

4. Tarif Degresif 

Presentase tariff yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar. 

 

2.8 Pengertian Pajak Penghasilan 

Menurut Siti Resmi (2016:70), pajak penghasilan adalah pajak yang 

dikenakan subjek pjak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 

suatu tahun pajak. 

 

2.9 Subjek dan Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan 

 Menurut Siti Resmi (2016:71), subjek pajak pengahsilan adalah segala 

sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi 

sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Pasal 1 undang-undang Nomor 28 
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Tahun 2007  tentang KUP menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi 

atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan 

pemotong pajak tertentu. 

a. Subjek pajak penghasilan meliputi: 

1. Orang pribadi. 

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak. 

3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 

badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 

lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 

kolektif dan bentuk usaha tetap. 

4. bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh 

orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) 

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak 

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan 

usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: 

a. Tempat kedudukan manajemen; 

b. Cabang perusahaan; 

c. Kantor perwakilan; 

d. Gedung kantor; 

e. Pabrik; 

f. Bengkel; 

g. Gudang; 

h. Ruang untuk promosi dan penjualan; 
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i. Pertambangan dan penggalian sumber alam; 

j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; 

k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; 

l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; 

m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang 

lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan; 

n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya 

tidak bebas; 

o. Agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan 

dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi 

asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan 

p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, 

disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik 

untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. 

1). Subjek pajak dalam negeri 

a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di 

Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 

waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada 

di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 

b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi 

Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan 

Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau 

organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk 

reksadana. 

c) Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: 

1. berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan 

2. Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD 
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3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat 

atau Pemerintah Daerah 

4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional 

negara. 

5. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, 

menggantikan yang berhak. 

2) Subjek pajak luar negeri 

a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. 

b) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan 

badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh panghasilan dari 

Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 

melalui BUT di Indonesia. 

b. Tidak termasuk subjek pajak penghasilan meliputi: 

1. Kantor perwakilan negara asing; 

2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain 

dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka 

yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, 

dengan syarat: 

a. bukan warga Negara Indonesia; dan 

b. di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain 

di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta 

c. negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; 
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3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri Keuangan dengan syarat : 

a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; 

b. tidak menjalankan usaha; atau 

c. kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia 

selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya 

berasal dari iuran para anggota; 

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan 

dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat : 

a. Bukan warga negara Indonesia; dan 

b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain 

untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. 

2.10  Objek dan Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan 

 Menurut Siti Resmi (2016:75), objek pajak merupakan segala sesuatu 

(barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yanf dikenakan pajak. Objek pajak 

penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis 

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia 

maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah 

kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk 

apapun. 

a. Objek pajak penghasilan meliputi: 

1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk 

lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak 

Penghasilan; 

2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan; 

3. laba usaha; 

4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 
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a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, 

persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau 

penyertaan modal; 

b) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan 

lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, 

sekutu atau anggota ; 

c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, 

pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha; 

d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan 

atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga 

sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan 

keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau 

pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan 

usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-

pihak yang bersangkutan; 

e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau 

seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, 

atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. 

5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya; 

6. bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

7. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil 

usaha koperasi ; 

8. ector  atau imbalan atas penggunaan hak; 

9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 
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12. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; 

13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

14. premi asuransi; 

15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 

terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak; 

17. penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

18. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 

mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 

19. Surplus Bank Indonesia. 

c. Tidak Termasuk Objek Pajak 

1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil 

zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 

Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan 

keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di 

Indonesia; 

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan 

lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau 

badan ector atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi 

yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan 

atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada 

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara 

pihak-pihak yang bersangkutan; 

3. Warisan; 

4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti 

saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; 

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari 

Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib 
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Pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak 

yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh; 

6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna dan asuransi beasiswa; 

7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 

sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan 

modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di 

Indonesia dengan syarat : 

a) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 

b) bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima 

dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen 

paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal 

yang disetor; 

8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana ector  yang pendiriannya telah 

disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja 

maupun pegawai; 

9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana ector  dalam 

bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri 

Keuangan; 

10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, 

perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan 

kontrak investasi kolektif; 

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura 

berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan 

menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan 

pasangan usaha tersebut: 
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a) merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang 

menjalankan kegiatan dalam ector-sektor usaha yang ditetapkan 

dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan 

b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. 

12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu: 

a) Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak 

pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan 

formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun 

luar negeri; 

b) Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, 

direksi atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa; 

c) Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan 

ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan 

bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau 

biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar; 

13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, 

yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan 

kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan 

dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 

(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut; 

14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Peenyelenggara 

jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

 

2.11  Pemotongan dan Pemungutan Pajak 

Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan adalah suatu mekanisme 

yang memberikan penugasan dan tanggungjawab kepada pihak ketiga untuk 

melakukan pemotongan atau pemungutan atas pajak penghasilan yang terutang 
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pada suatu transaksi yang dikenakan pajak. Keunggulan dalam mekanisme 

pemotongan dan pemungutan pajak adalah waktu yang tepat dalam pemungutan 

pajak. Dalam mekanisme witholding tax, pajak dipotong atau dipungut ketika 

penghasilan diterima oleh subjek pajak. Prinsip "pay as your earn" pajak 

dikenakan ketika penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. 

Kontribusi penerimaan pajak dari mekanisme pemotongan dan 

pemungutan terhadap penerimaan pajak penghasilan cukup signifikan, mencapai 

kisaran 50% dari penerimaan PPh Secara keseluruhan. Penerimaan tersebut 

dikontribusikan dari penerimaan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 , PPh, Pasal 23 PPh 

Pasal 26 dan Penerimaan PPh Final. 

Pelaksanaannya mekanisme witholding tax system, melibatkan pihak 

ketiga yang ditunjuk sebagai pemotong dan pemungut pajak. Pihak ketiga yang 

ditunjuk diberikan kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak yang terutang 

disebut sebagai pemotong pajak. Pihak ketiga yang ditunjuk dan diberi kewajiban 

untuk melakukan pemungutan pajak disebut sebagai pemungut pajak. Pemotong 

dan pemungut pajak termasuk sebagai wajib pajak sebagaimana diatur dalam 

Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, bahwa: Wajib Pajak 

adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 

pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Pemotong dan pemungut pajak bukanlah subjek pajak, namun diberi 

tanggungjawab untuk memotong, memungut dan menyetorkan serta melaporkan 

pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukannya. Yang menjadi Subjek 

Pajak adalah penerima penghasilan, dan objek pajaknya adalah penghasilan yang 

diterima dan atau diperoleh. Tanggung jawab pelaksanaan mekanisme witholding 

tax system, diberikan oleh undang-undang kepada pemotong dan pemungut pajak 

sehingga terdapat sanksi-sanksi perpajakan tidak terdapat ketidakpatuhan atau 

penyalahgunaan dalam menjalankan kewajiban sebagai pemotong atau pemungut 

pajak. 
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2.12  Pajak Penghasilan Pasal 21 

Pengertian pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas 

penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 

dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau 

jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai Subjek 

Pajak dalam negeri (pasal 21 undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak 

penghasilan). 

Pengenaan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara pemotongan pajak 

penghasilan melalui Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Sehingga sebagai pihak yang 

dipotong PPh Pasal 21, maka pihak yang memperoleh penghasilan yang dipotong 

PPh Pasal 21 berhak mendapatkan Bukti Potong PPh Pasal 21 dari Pemotong 

Pajak PPh Pasal 21. Sebelum melakukan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21, maka 

Pemotong Pajak harus terdaftar terlebih dahulu sebagai Pemotong Pajak PPh 

Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak. Untuk mengetahui apakah Wajib Pajak 

mempunyai kewajiban sebagai Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dapat dilihat pada 

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak 

pada saat pendaftaran NPWP. 

Pemotong Pajak PPh Pasal 21 mempunyai kewajiban menyetor PPh Pasal 

21 ke Bank Persepsi atau kantor Pos dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan 

melaporkan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak 

dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21. Dalam melaporkan objek 

pemotongan PPh Pasal 21 pada SPT Masa PPh Pasal 21 selama satu tahun harus 

sama dengan biaya-biaya yang merupakan objek PPh Pasal 21 dalam laporan laba 

rugi  sebagai lampiran SPT Tahunan PPh. 

 

2.13 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 

a. Menurut Siti Resmi (2016:183), tarif pajak penghasilan pasal 21 dijelaskan 

pada Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
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32/PJ/2015. Tarif PPh 21 berikut ini berlaku pada Wajib Pajak yang memiliki 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 

1. WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000,-

 adalah 5% 

2. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 50.000.000,- sampai 

dengan Rp 250.000.000,- adalah 15% 

3. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250.000.000,- sampai 

dengan Rp 500.000.000,- adalah 25% 

4. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000,- adalah 30% 

5. Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih 

tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. 

b. Tarif pajak penghasilan pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak 

memiliki NPWP:  

1. Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dikenakan 

pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif 

yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. 

2. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (1) adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang 

seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.  

3. Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 

berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final. 

4. Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima 

penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih 

tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri untuk 

memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam tahun kalender 

yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk 

Masa Pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih 

pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi 
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tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-

bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP. 

 

2.14 PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA 

2.14.1 Dasar hukum 

Undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan 

Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 

2000. 

 

2.14.2 Pengertian 

Menurut Rusdji (2004:6), yaitu Penagihan pajak adalah serangkaian 

tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak 

dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan 

sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 

penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. 

Sedangkan Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak 

dan memenuhi kewajiban Wajib Pajakmenurut ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat 

Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatakan Lelang, 

Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. 

Pejabat adalah orang yang berwenang mengangkat dan memberhentikan 

Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, 

Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, 

Pengumuman Lelang, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak 

sehubungan dengan Penanggung Pajak. 

Jurusita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi 

penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan 

penyanderaan.  
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Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penagihan pajak 

aktif dan penagihan pajak asif. Penagihan pajak pasif dilakukan melalui surat 

tagihan pajak atau surat ketetapan pajak. Penagihan pajak aktif atau penagihan 

pajak dilakukan dengan surat aksab diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2000.  

1.    Penagihan Pajak Pasif 

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakna Surat 

Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB), 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT), Surat 

Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih 

besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang 

menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak 

terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum 

dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo selanjutnya diikuti dengan 

penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan Surat 

Teguran. 

2.    Penagihan Pajak Aktif 

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak 

pasif, dimana dalam upaya penagihan pajak ini fiskus berperan aktif dalam 

arti tidak hanya mengirim Surat Tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi 

akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan 

lelang. 

 

2.14.3 Penagihan Seketika dan Sekaligus 

Menurut Mardiasmo (2011:126), penagihan seketika dan sekaligus adalah 

tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung 

Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. 

Penagihan Seketika dan Sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus 

adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan juru sita pajak kepada 
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penaggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Kata 

“SEKETIKA” mengandung arti bahwa penagihan pajak dilakukan saat itu juga 

tanpa menunggu tanggal jatuh tempo. Kata “SEKALIGUS” mengandung arti 

bahwa penagihan pajak meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa 

pajak, tahun pajak. Jadi, juru sita pajak akan melaksanakan penagihan atas utang 

pajak sebelum surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak jatuh tempo. 

Tujuannya adalah mencegah terjadinya utang pajak yang tidak dapat ditagih. 

Apabila saat dilakukan penagihan seketika dan sekaligus penanggung pajak belum 

membayar maka juru sita pajak akan menunggu pembayaran sampai dengan 

tanggal jatuh tempo. 

Jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan 

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan apabila: 

1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya 

atau berniat untuk itu. 

2. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang 

dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan 

perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesi. 

3. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan 

usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, 

atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau 

melakukan perubahan bentuk lainnya. 

4. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara. 

5. Terjadinya penyitaan atas penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh 

Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. 

Dalam Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya 

memuat hal-hal sebagai berikut: 

1. Nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. 

2. Besarnya Utang Pajak. 

3. Perintah untuk membayar. 

4. Saat pelunasan pajak 
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Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan 

Surat Paksa. 

 

2.14.4 Tahapan Penagihan Pajak 

Adapun tahapan penagihan pajak antara lain sebagai berikut:  

1.    Surat Teguran 

Apabila utang pajak yang tercantum dalam surat tagihan pajak, 

surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar 

tambahan, tidak dilunasi sampai melewati 7 hari dari batas waktu jatuh 

tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkan). 

2.    Surat Paksa 

Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal 

Surat Teguran maka akan diterbitkan surat paksa yang disampaikan oleh 

juru sita pajak negara dengan dibebani biaya penagihan sebesar 25.000 

(dua puluh ribu rupiah), utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2×24 jam. 

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya 

penagihan pajak. Surat kuasa memiliki kekuatan eksekutorial dan 

kedudukan hukum yang sama dengan pututsan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan tetap (inkracht). 

 

2.14.5 Bunga Penagihan Pajak 

Menurut pasal 19 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:  

Apabila atas pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan 

jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat 

Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempo pembayaran 

tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar 

itu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen,) sebulan 

untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggaljatuh tempo sampai dengan tanggal 

pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari 
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bulan dihitung penuh 1 (satu,) bulan. (Undang-Undang Pajak Tahun 2000, 

2001:15). 

 

2.14.6 Pencegahan dan Penyanderaan 

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung 

pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu 

sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan. Pencegahan hanya dapat 

dilakukan kepada penanggung pajak yang memiliki utang pajak sekuarng-

kurangnya sebesar rp 100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang 

pajaknya. Jangka waktu pencegahan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang 

selama-lamanya 6 bulan dan dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang 

diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan pejabat atau atasan pejabat 

yang bersangkutan. Pencegahan tidak mengakibatkan hapusnya hutang pajak dan 

terhentinya pelaksanaan penagihan pajak. 

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan 

penanggung utang pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. 

Penyanderaan hanya dapat dilakuakan terhadap penannggung pajak yang 

memiliki utang pajak minimal sebesar Rp 100 juta dan diragukan itikad baiknya 

untuk melunasi utang pajaknya. Masa penyanderaan paling lam 6 bulan dan dapat 

diperpanjang maksimal 6 bulan. Penyanderaan hanya dapat dilakukan berdasarkan 

Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat ijin 

tertulis dari Menkeu atau Kepala Daerah tingkat I.  

 

2.14.7 Gugatan 

Gugatan Penanggung Pajak terhadap Pelaksanaan Surat Paksa, Surat 

Pelaksanaan Perintah Melaksanakan penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya 

dapat diajukan kepada badan peradilan pajak. Dalam hal gugatan Penanggung 

pajak dikabulkan, penanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan 

ganti rugi kepada pejabat paling banyak Rp 5 juta. Perubahan besarnya ganti rugi 

ditetapkan dengan keputusan Menkeu atau keputusan Kepala Daerah. Gugatan 
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diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak Surat Paksa, Surat Perintah 

Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang dilakukan.  

 

2.14.8 Ketentuan Pidana 

Adapun ketentuan-ketentuan pidana antara lain: 

a. Penanggung pajak yang memindahkan hak, memindahtangankan, 

menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau 

merusak barang yang telah disita dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 6bulan dan paling lambat 4 tahun, dan denda paling 

seikit Rp 1.500.000 dan paling banyak 12.000.000. 

b. Apabila pihak-pihak yang diberi tugas untuk mengalihkan atau 

menjual barang sitaan (sesuai UU PPSP Pasal 25 ayat (3) huruf b,c,d,e) 

tidak melaksanakan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 1 minggu dan paling lama 4 bulan 2 minggu dan denda 

paling sedikit Rp 500.000 dan paling banyak Rp 10.000.000. 

c. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau 

permintaan yanh dilakukan menurut undang-undang, atau dengan 

sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan yindakan 

dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh 

juru sita pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 

minggu dan paling lam 4 bulan 2 minggu dan denda paling sedikit Rp 

500.000 dan paling banyak 10.000.000.  

Selain itu Penanggung Pajak dilarang: 

1. Memindahkan hak, memindahtangankan menyewakan, meminjamkan, 

menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah 

disita. 

2. Membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak 

tanggungan untuk pelunasan barang tertentu. 

3. Membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan fiducia atau 

diagunkan untuk pelunasan utang tertentu. 
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4. Merusak, mencabut, atau menhilangkan segel sita atau salinan berita 

acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan. 

Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan ini dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta. Setiap 

orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang 

dilakuakan menurut UU, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-

halangi, atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan UU 

yang dilakukan oleh juru sita pajak, dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 4 bulan 2 minggu dan denda paling banyak Rp 10 juta.  

 

2.14.9 Daluwarsa Tindakan Penagihan Pajak 

Berdasarkan Pasal 22 UU KUP, hak untuk melakukan penagihan pajak, 

termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan, daluwarsa setelah lampau 

waktu 10 tahun terhitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, 

bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan. 

Penagihan pajak dapat dilakukan setelah melampaui 10 tahun dengan 

syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa. Kadaluwarsa dihitung sejak 

tangal penyampaian Surat Paksa tersebut. 

2. Adanya pengakuan utang dari Wajib Pajak, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Hal ini dikarenakan sebagai berikut: 

a. Adanya permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang 

pajak sebelum jatuh tempo pembayaran. Untuk daluwarsa penagihan 

pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau 

penundaan pembayaran utang pajak diterima. 

b. Adanya permohonan keberatan. Untuk daluwarsa ini penagihan pajak 

dihitung sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima. Wajib 

Pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya. Untuk 

daluwarsa ini penagihan pajak dihitung sejak tanggal pembayaran 

sebagian utang pajak tersebut. 
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2.14.10 Permohonan Pembetulan atau Penggantian 

Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau 

penggantian kepada Pejabat terhadap surat teguran atau surat peringatan atau 

surat lain yang sejenis, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat 

paksa, dan surat lain yang sejenis yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan 

atau kekeliruan.dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal diterima permohonan 

tersebut pejabat harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan, 

dalam hal permohonan tersebut ditolak tindakan pelaksanaan penagihan pajak 

dilanjutkan sesuai jangka waktu semula. 

Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang 

tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, dapat dibetulkan 

oleh Direktur Jenderal Pajak secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak. 

1. Kesalahan atau Kekeliruan dalam Ketetapan Pajak Yang Dapat Dibetulkan 

Ruang lingkup pembetulan ketetapan pajak, terbatas pada kesalahan atau 

kekeliruan dari: 

a) Kesalahan tulis antara lain: kesalahan yang dapat berupa penulisan 

nama, alamat, NPWP, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa 

atau Tahun Pajak dan tanggal jatuh tempo; 

b) Kesalahan hitung, yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan 

dan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan; atau 

c) Kekeliruan dalam penerapan tarif, penerapan persentase Norma 

Penghitungan Penghasilan Neto, penerapan sanksi administrasi, 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penghitungan PPh dalam tahun 

berjalan, dan pengkreditan pajak. 

2. Ketetapan Pajak Yang Dapat Dibetulkan 

Ketetapan pajak yang dapat dibetulkan karena kesalahan atau kekeliruan, 

antara lain: 

a. Surat ketetapan pajak yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

(SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat 

Ketetapan Pajak Nihil (SKPN); 
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b. Surat Tagihan Pajak (STP); 

c. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak; 

d. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga; 

e. Surat Keputusan Pembetulan; 

f. Surat Keputusan Keberatan; 

g. Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi; 

h. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang 

tidak benar. 

3. Tata Cara dan Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Wajib Pajak 

Permohonan pembetulan oleh WP harus disampaikan ke Kantor Direktorat 

Jenderal Pajak yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan 

Pajak (STP), atau Surat Keputusan lain yang terkait dengan bidang 

perpajakan yang diajukan pembetulan, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak, 

STP, atau Surat Keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan; 

b. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 

disertai alasan yang mendukung permohonannya; dan 

c. Surat permohonan ditandatangani oleh WP dan dalam hal Surat 

Permohonan ditandatangani oleh bukan WP, Surat Permohonan 

tersebut harus dilampiri Surat Kuasa khusus. Direktur Jenderal Pajak 

dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permohonan 

Pembetulan diterima, harus memberikan keputusan. Apabila jangka 

waktu tersebut telah lewat Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan 

suatu keputusan, maka permohonan pembetulan yang diajukan 

dianggap dikabulkan dan paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhir 

jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut Direktorat Jenderal Pajak wajib 

menerbitkan surat keputusan pembetulan tersebut. 
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BAB 3 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

3.1 Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi 

KPP Banyuwangi didirikan pada tanggal 10 Oktober 1989. Awalnya, kantor 

perpajakan di Kabupaten Banyuwangi adalah pecahan dari KPP  Pratama Jember. 

Kala itu, Kantor Perpajakaan di Kabupaten Banyuwangi meliputi Kantor Dinas Luar 

Pajak di Jalan Kartini Banyuwangi dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) di Jalan Adi Sucipto. Kemudian sejak tanggal 10 Oktober 1989, berdiri KPP 

Pratama Banyuwangi dengan lokasi gedung kantor yang masih berstatus sewa di 

Jalan Brawijaya Banyuwangi. 

Berkat perjuangan para pejabat KPP Banyuwangi dan KPP PBB ke kantor 

pusat DJP untuk penyediaan gedung kantor pusat DJP untuk penyediaan gedung 

kantor sendiri maka pada tahun 1999, KPP Banyuwangi mampu memiliki gedung 

baru dengan lokasi strategis di Jantung Kota Banyuwangi Yaitu Jalan Adi Sucipto 

No.27. 

Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan kemudahan akses 

bagi Wajib Pajak untuk memenuhi administrasi perpajakannya. Gedung baru 

tersebut diresmikan tanggal 1 Agustus 1999. Saat itu, satu atap gedung ditempati 

oleh dua kantor yaitu KPP Banyuwangi dan KPP PBB. Tanggal 31 Mei 2007 

menjadi tonggak bersejarah bagi perombakan Institusi Direktorat Jenderal Pajak 

menjadi Institusi modern. Imbasnya, terjadi peleburan kedua kantor tersebut menjadi 

pelayanan satu atap (one roof service) bernama KPP Pratama Banyuwangi. 

Ada pula prestasi yang diraih oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Banyuwangi yaitu menjadi Kantor Pelayanan Pajak terbaik di KANWIL III Jawa 

Timur pada tahun 2014, pada bulan Juli 2014 mengalami pencapaian tertinggi yaitu 

kenaikan pajak melebihi 40% dari target yang ditentukan. Prinsip manajemen dari 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi adalah sebagai berikut: 
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1. Perencanaan 

Disebut juga dengan Planning yaitu pemilihan atau penetapan tujuan-

tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, 

program, prosedur, metode, system, anggaran dan standar yang 

dibutuhkan untuk menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan 

suatu organisasi. 

2. Pengorganisasian 

Penentuan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

organisasi. Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau 

kelompok kerja dapat membawa kearah pencapaian tujuan bisa 

dosebut dengan Organizing.  

3. Kegiatan 

Dinamakan dengan Actualing adalah setiap gerak langkah yang 

dilakukan suatu organisasi dimana kegiatan yang bermanfaat dan 

mendukung bagi organisasi. 

4. Pengawasan 

Controlling adalah penemuan dan penerapan teknik dan peralatan yang 

digunakan untuk menjamin bahwa rencana tersebut telah dilaksanakan 

sesuai dengan yang ditetapkan. 

 

3.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi 

1. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi adalah menjadi 

institusi pemerintah penghimpun pajak Negara yang terbaik di wilayah 

asia tenggara. 

2. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi adalah 

menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan 

Undang-Undang perpajakan secara adil dalam rangka membiayai 

penyelenggaraan Negara demi kemakmuran rakyat. 
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3.3 Tugas, Fungsi serta Tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Banyuwangi 

KPP Pratama Banyuwangi mempunyai tugas melaksakan 

penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

serta pajak tidak langsung lainnya dalam wilyah wewenangnya berdasarkan 

peraturan perundang undangan yang berlaku. KPP Pratama Banyuwangi 

menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:  

1. Mengumpulkan, mencari dan mengolah data, mengamati potensi 

perpajakan, meyajikan informasi perpajakan, mendata obyek pajak dan 

subyek pajak, serta menilai obyek pajak bumi dan bangunan. 

2. Menetapkan dan menerbitkan produk hukum pajak. 

3. Mengadministrasikan dokumen dan berkas perpajakan, menerima dan 

mengolah surat pemberitahuan serta menerima surat lainnya. 

4. Melakukan penyuluhan perpajakan. 

5. Melaksanakan registrasi Wajib Pajak. 

6. Melaksanakan ekstenfisikasi 

7. Menataushakan piutang pajak dan melaksankan penagihan pajak. 

8. Melaksakan pemeriksaan. 

9. Mengawasi kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 

10. Melaksanakan konsultasi perpajakan. 

11. Melaksanakan intensifikasi. 

12. Melaksanakan administrator Kantor Pelayanan Pajak. 

Tujuannya adalah memberikan kontribusi pemasukan bagi Negara dari 

sektor perpajakan, khususnya untuk wilyah Banyuwangi dan sekitarnya, 

sejalan dengan visi dan misinya. 

 

3.4 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi 

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap 

fungsi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai 

tujuan organisasi. Seperti pada Kantor Pelayanan Pajak lainnya, Kantor 
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Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi terdiri dari enam seksi dan satu sub 

bagian umum serta kelompok pegawai fungsional. Jadi  untuk  menjadi  suatu  

organisasi  yang  baik,  struktur  organisasi bagi  instansi mutlak diperlukan. 

Suatu organisasi dapat berjalan dengan baik apabila di dalam organisasi 

itu terdapat suatu perumusan tujuan yang jelas, pembagian tugas, delegasi 

kekuasaan, rentang kekuasaan, tingkat-tingkat pengawasan, kesatuan dan 

tanggung jawab, serta koordinasi. Hal-hal tersebut dibentuk untuk 

menghindari terjadinya tumpang tindih kekuasaan dan tanggung jawab. 

 

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK 

PRATAMA BANYUWANGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Banyuwangi 

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi (2016) 
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kepegawaian, keuangan, bantuan hukum, tata usaha, pengelolaan 

kinerja, kepatuhan internal dan rumah tangga. Bagian umum 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan urusan kepegawaian 

b. Pelaksanaan urusan keuangan 

c. Pelaksanaan urusan bantuan hukum 

d. Pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan 

risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, 

dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, serta 

penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis. 

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan 

pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, melakukan penyajian 

informasi perpajakan, melakukan bimbingan pengawasan, bimbingan 

penggalian potensi perpajakan, serta melakukan pemberian dukungan 

teknis komputer. Bidang Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi: 

a. Pemberian bimbingan teknis pengawasan. 

b. Pemberian bimbingan penggalian potensi perpajakan melalui 

intesifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak. 

c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data. 

d. Melaksanakan perekaman dan validasi dokumen perpajakan. 

e. Melaksanakan perbaikan (updating) data. 

f. Melaksanakan urusan tata usaha penerimaan perpajakan. 

g. Melaksanakan pelaksanaan dukungan teknis pemanfaatan 

aplikasi e-SPT dan e-filing. 

h. Membimbing pegawai untuk menngkatkan efesinsi, 

produktivitas, dan prefesional di Seksi Pengolahan Data dan 

Informasi. 

i. Menyusun Laporan Kegiatan sebagai pertanggung jawaban 

pelaksanaan tugas. 

3. Seksi pelayanan mempunyai fungsi melakukan penetapan dan 

penerbitan produk hukum perpajakan, mengadministrasi dokumen dan 
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berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, 

penyuluhan perpajakan, dan melakukan kerjasama 

perpajakan.Mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan surat-surat 

permohonan dari wajib pajak dan surat lainya. 

b. Melaksanakan  penyelesaian  registrasi  Wajib  Pajak,  Objek  

Pajak  dan  atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

4. Seksi Penagihan mempunyai tugas: 

a. Menyusun penyesuaian rencana kerja tahunan Seksi Penagihan. 

b. Melaksanakan penatausahaan SKPKB/SKPKBT'/STP/STB beserta 

lampirannya dan Surat Pembayaran Pajak (SSP/STTS/SSB) 

beserta bukti pemindahbukuan dalam rangka pengawasan 

tunggakan dan pelunasan pajak. 

c. Melaksanakan penatausahaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)   

atas pelaksanaan SP dan SPMP. 

d. Melaksanakan   penatausahaan   Surat   Keputusan   Pernbetulan,   

Keputusan Keberatan, Keputusan Pengurangan, Keputusan 

Peninjauan Kembali, Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan 

Banding, beserta Putusan Banding. 

e. Menyusun konsep Surat Keputusan Angsuran/Penundaan 

Pembayaran Pajak dalam rangka memberikan pelyanan kepada 

wajib pajak. 

f. Meneliti penerbitan konsep Surat Teguran, Surat Paksa, Surat 

Perintah Penyitaan dan Surat Permintaan Pemblokiran kepada 

Pernimpin Bank tempat kekayaan Penanggung Pajak tersimpan 

dalam rangka pencairan tunggakan pajak. 

g. Meneliti pembuatan Permintaan Jadwal Waktu dan Tempat Lelang 

ke Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara  sebagai  Dasar 

Pelaksanaan  Lelang Harta milik atau karyawan Penanggung Pajak. 

h. Meneliti pembuatan Surat Pemberitahuan Lelang kepada Wajib 

Pajak serta Media Massa dalam rangka informasi lelang harta 
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Wajib Pajak. 

i. Meneliti pembuatan Surat Pencabutan Sita/Pemblokiran dan 

Pembatalan Lelang Harta Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak telah 

melunasi Biaya Penagihan dan Utang Pajaknya dan atau karena 

putusan pengadilan. 

j. Meneliti   penerbitan   Surat   Perintah   Penagihan   Seketika   dan   

Sekaligus terhadapa Wajib Pajak tertentu dalam rangka 

pengamanan penerimaan pajak. 

k. Membuat usulan pencegahan atau permohonan ijin penyanderaan 

terhadapa wajib pajak tertentu dalam rangka pengarnanan 

penerimaan pajak. 

l. Melaksanakan penelitian administratif terhadap piutang pajak 

yang diperkirakan tidak dapat ditagih. 

m. Melaksanakan penelitian setempat terhadap piutang pajak yang 

diperkirakan tidak mungkin ditagih lagi. 

n. Melaksanakan pemindahan berkas penagihan beserta data-data 

tunggakan pajak lainya, bagi Wajib Pajak yang pindah ke Kantor 

Pelayanan Pajak lainya. 

o. Membuat  Daftar  Usulan  Penghapusan  Piutang  Pajak  

berdasarkan  daftar piutang pajak yang diperkirakan tidak 

dapat/tidak mungkin ditagih lagi 

5. Seksi Ekstensifikasi mempunyai tugas: 

a. Melakukan pengamatan potensi perpajakan. 

b. Pendataan objek dan subjek pajak 

c. Pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam 

menunjang ekstensifikasi.  

6. Seksi Pengawasan dan konsultasi I serta Pengawasan dan Konsultasi II 

masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 

a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib 

pajak. 

b. Memberikan bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan 
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konsultasi teknis perpajakan. 

c. Melakukan penyusunan profil wajib pajak dan analisis kinerja 

wajib pajak. 

d. Meneliti pelaksanaan rekonsiliasi data Wajib Pajak (Data 

Matching). 

e. Meneliti  konsep  Surat  Pemberitahuan  Perubahan  Besarnya  

Angsuran  PPh Pasal  25  berdasarkan  data  yang  diterima  sesuai  

dengan  ketentuan  yang berlaku. 

f. Meneliti konsep penelitian pembebenan/pengurangan 

pembayaran angsuran PPh Pasal 25. 

g. Meneliti Nota Perhitungan dalam rangka penerbitam Surat 

Tagihan Pajak (tidak termasuk STP Bunga Penagihan) Pasal 7, 

Pasal 8 ayat 2a. Pasal 9 ayat 2a, Pasal 14 ayat 3 dan Pasal 19 ayat 

3. 

h. Mengkoordinasikan penerbitan Surat Tagihan Pajak (tidak 

termasuk STP Bungan Peralihan) pasal 7, pasal 8 ayat 2, pasal 9 

ayat 2a, pasal 14 ayar 3, pasal 19 ayat 3. 

7. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melaksakan bimbingan teknis 

pemeriksaan dan penagihan pajak, pemantauan pelaksanaan kegiatan 

pemeriksaan pajak, penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat 

fungsional pemeriksa pajak dan petugas pemeriksa pajak yang 

ditunjuk oleh kepala kantor (peer review).Fungsi yang dimilikinya 

sebagai berikut: 

a. Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan. 

b. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan. 

c. Penerbitan dan penyaluran surat perintah. 

d. Pelaksanaan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti 

permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. 

e. Pelaksanaan teknis dan administrasi kegiatan intelijen perpajakan. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Mempunyai tugas sebagai pembantu dalam setiap seksi yang ada 
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guna mempermudah kinerja setiap seksi yang ada. Kelompok ini ada 

dalam setiap seksi-seksi yang ada dalam strukur oranisasi KPP Pratama 

Banyuwangi. 

 

3.6 Kegiatan Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi 

Sesuai dengan namanya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Banyuwangi merupakan instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk 

memberikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat atau Wajib Pajak. 

Pelayanan tersebut meliputi: 

a) Pelayanan atau penggalian potensi pajak dengan penyuluhan 

perpajakan. 

b) Pelayanan NPWP, Pelayanan Penerimaan Pajak, Restitusi Pajak, 

c) Pelayanan atas keberatan dan pelayanan atas angsuran dan 

penundaan pajak. 

Dimana kegiatan dan tugas masing-masing seksi d i  KPP 

Pratama Banyuwangi  telah diuraikan secara rinci di atas. 

 

3.7 Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam pelaksakan 

peran dan tugas dari suatu organisasi. Begitu juga bagi Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Banyuwangi, jumlah pegawai yang masih kurang memadai 

dan tidak seimbang deng luas wilayah menjadi suatu kendala tersendiri dalam 

penggalian potensi pajak di wilayahnya. 

Berikut penulis sajikan rincian sumber daya manusia di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi. 

     

 

Tabel 3.1. Rincian Sumber Daya Manusia 

No Seksi Jumlah 
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1 Kepala Kantor 1 

2 Sub Bagian Umum 7 

3 Pengolahan Data dan Informasi 4 

4 Pelayanan 13 

5 Penagihan 6 

6 Pemeriksaan 4 

7 Ekstensifikasi 5 

8 Waskon I 6 

9 Waskon II 10 

10 Waskon III 10 

11 Kelompok Fungsional 7 

JUMLAH 73 

    Sumber:  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi (2016) 

 

 Seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi berjumlah 

73 orang dengan pegawai terbanyak pada seksi pelayan sebagai ujung tombak 

penerimaan pajak. Selanjutnya penulis menyajikan sumber daya manusia 

berdasarkan jabatan: 

Kepala Kantor dan Seksi   : 10 

Jumlah AR     : 23 

Jumlah Fungsional Pemeriksa dan penilai : 7 

Jumlah Pelaksana    : 29 

Jumlah Juru Sita    : 3 

Jumlah OC     : 1 

Jumlah      : 73 

 Meski hanya 73 pegawai, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi 

telah mampu memaksimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak hingga 

mendapatkan prestasi sebagai KPP dengan pelayanan terbaik di Kanwil Jatim III 

tetapi pada  tahun 2014. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Dari hasil praktek kerja nyata yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Banyuwangi selama satu bulan mulai tanggal 15 Februari 2016 sampai 

dengan 15 Maret 2016, maka dapat diambil kesimpulan: 

1. Timbulnya penagihan pajak karena kewenangan Direktur Jendral Pajak 

disebabkan adanya Wajib Pajak tidak membayar atau melunasi pada saat 

jatuh tempo. 

2. Dalam penagihan pajak hanyalah fiskus yang berwenang tidak ada pihak lain 

yang bisa melakukan penagihan dan yang sudah diberi wewenang oleh 

Direktorat Jenderal Pajak yaitu juru sita pajak. 

3. Menurunnya terbitnya surat paksa pada Wajib Pajak pajak penghasilan pasal 

21 setelah terbitnya surat teguran terkait dengan pembayaran pada jatuh 

tempo dalam jangka waktu 21 hari. 

4. Penagihan pajak memiliki pengaruh yang terhadap kepatuhan wajib pajak dan 

penerimaan Negara. 

5. Mekanisme penagihan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan dengan beberapa 

tahap, dengan didasari surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak dan surat 

keputusan lainnya yang memiliki jangka waktu tujuh (7 hari) dan akan 

dilanjutkan dengan surat teguran. 

6. Tahap selanjutnya, diharapkan wajib pajak melunasi hutang pajaknya selama 

jangka waktu dua puluh satu (21 hari), ketika wajib pajak tidak melunasinya, 

maka terbit surat paksa. 

7. Dalam jangka waktu 2x24 jam wajib pajak diharapkan membayar pajak, jika 

tidak membayar akan di terbitkan surat sita dan akan melakukan penyitaan 
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barang yang memiliki jangka waktu empat belas (14 hari) wajib pajak 

diharapkan membayar hutang pajaknya. 

8. Pada tahap selanjutnya, ketika wajib pajak tidak membayar hutang pajaknya 

maka barang yang disita akan di lelang di Kantor Lelang Negara. 

Hasil penagihan pajak tersebut akhirnya dapat meningkatkan penerimaaan 

Negara dan wajib pajak tahu bahwa sadarnya untuk membayar pajak, karena 

perpajakan adalah sumber penerimaan terbesar oleh negara.   

  

5.2 SARAN 

Saran yang dapat penulis berikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Banyuwangi dalam mekanisme penagihan pajak penghasilan pasal 21 dengan 

surat paksa diantara lain : 

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi seharusnya lebih berperan aktif 

dalam sosialisasi pada masyarakat terkait dengan kebijakan-kebijakan dan 

peraturan pemerintahan Indonesia yang terbaru. 

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi seharusnya mengetahui sumber 

daya manusia yang ada, khususnya di bagian seksi penagihan yaitu kurangnya 

jurusita pajak. 

3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi lebih tegas dalam penagihan 

pajak, dimana masih banyak wajib pajak yang tidak bayar sama sekali. 

4. Diharapkan Wajib pajak harus mengerti kapan tanggal jatuh tempo 

pembayaran yang harus tepat jumlah dan tepat waktu, agar tidak terjadinya 

penagihan pajak.  
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Lampiran A 
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Lampiran B 
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Lampiran C 
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Lampiran D 
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Lampiran E 
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Lampiran G 
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Lampiran H  
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Lampiran I 
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Lampiran 10 
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Lampiran K 
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